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ABSTRAK

Agricultural sector in the rural is assumed having a strong power to maintain national economy, especially in facing economic crisis in the middle of 1997 and globalization era. In accelerating the development of economy in the rural, an ordered program is much needed. One of the programs is the developing of agropolitan area. The developing of agropolitan in every districts will develop economic growth with agriculture basis. It is hoped can stimulate the   development of other sectors.
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I. PENDAHULUAN
Pedesaan, menjadi semakin penting bagi pembangunan nasional, terlebih ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, ternyata ekonomi pedesaan tidak terlalu kena imbas dengan adanya krisis tersebut. Dengan demikian sektor ekonomi di pedesaan dianggap memiliki kekuatan yang dapat menjadi daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi arus globalisasi (Argo, 2005).

Dalam mempercepat pembangunan pedesaan diperlukan terobosan program yang melibatkan berbagai pihak yang perlu dilakukan secara terarah dan terkoordinasi, salah satu program keterpaduan tersebut adalah pembangunan kawasan agropolitan. Pengembangan agropolitan disetiap daerah berarti membangun titik-titik tumbuh ekonomi daerah berbasis pertanian, dengan harapan satu titik tumbuh akan dapat mendinamisasi dan menstimulasi tumbuh dan berkembangnya titik-titik tumbuh yang lain dan seterusnya. Bila keadaan ini dapat berjalan lancar maka dengan sendirinya percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat dengan mudah diwujudkan (Tan, 2007).

Departemen Pertanian RI menetapkan 61 kawasan pengembangan kawasan agropolitan di beberapa Propinsi di Indonesia. Untuk propinsi Sumatera Barat dilaksanakan di 6 kabupaten yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan satu dari 6 (enam) Kabupaten di Sumatera Barat yang ikut dalam pengembangan kawasan agropolitan. Hal ini seiring dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Tanah Datar   No. 265/BTD-2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang penunjukan Nagari Koto Baru dan hinterlandnya sebagai kawasan agropolitan dan daerah penyangga dalam Kabupaten Tanah Datar. Sebagai komoditi intinya ditetapkan sayuran dataran tinggi seperti wortel, kubis, sawi, cabe, tomat dan bawang daun serta komoditi penunjang yaitu sapi perah dan industri tenun antik (songket, sulaman bordir). Hal ini juga seiring dengan kebijakan pengembangan wilayah yang diarahkan pada pengembangan wilayah-wilayah strategis yang diperkirakan cepat tumbuh dan berkembang serta mempunyai potensi sumber daya alam seperti produk unggulan dan potensi objek wisata (RPJM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006-2010).

Dipilihnya kecamatan X Koto sebagai kawasan agropolitan di Kabupaten Tanah Datar disebabkan karena wilayah X Koto memilki potensi dalam pengembangan komoditi pertanian  terutama pengembangan sayuran dataran tinggi yang didukung oleh topografi dan iklimnya yang memungkinkan berkembangnya komoditi sayuran tersebut untuk dipasarkan atau telah mempunyai pasar. Di samping itu, lokasi kawasan agropolitan yang akan dikembangkan dilintasi oleh jalan negara (Padang Panjang-Bukittinggi) yang sangat strategis untuk pengembangan pemasarannya. 

Komoditi sayuran yang dihasilkan dari Kecamatan X Koto sebagian besar telah dipasarkan ke luar daerah seperti Riau, Jambi dan sebagian Sumatera Utara. Pemerintah sekarang sedang membangun Sub Terminal  Agribisnis (STA) di Koto Baru, dimana akhir tahun 2007 ini direncanakan STA akan dimanfaatkan sebagai tempat penampung dan pemasaran hasil komoditi sayuran petani di kawasan agropolitan. Di samping itu, diharapkan nantinya penerimaan daerah dari retribusi pasar akan meningkat dengan telah diaktifkannya Sub Terminal Agribisnis (STA) tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya, program agropolitan tersebut belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Implementasi agropolitan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti masih lemahnya sosialisasi program sehingga banyak masyarakat di kawasan agropolitan yang kurang dan tidak mengetahui sama sekali tentang agropolitan, kurangnya koordinasi antara dinas/instansi terkait dan terkesan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sendiri-sendiri, lemahnya akses petani terhadap sumber pemodalan, belum lengkapnya sarana prasarana pendukung, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pertanian yang ramah lingkungan, kurangnya kesadaran petani untuk bergabung dalam kelompok dan tidak stabilnya harga jual komoditi sayuran di kawasan agropolitan. 

Kondisi tersebut di atas merupakan tantangan kedepannya bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk membenahi kembali kelemahan-kelemahan yang dirasakan sebagai faktor yang menjadi penyebab belum berjalannya agropolitan tersebut. Muara dari permasalahan tersebut akhirnya akan berdampak terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani di kawasan agropolitan. Oleh sebab itu, perlu kembali disusun rencana peningkatan dan perbaikan sistem agropolitan berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat di kawasan agropolitan Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
Bertitik tolak dari latar belakang dan kondisi pelaksanaan agropolitan, maka tujuan dalam studi ini adalah mengaudit penerapan sistem agropolitan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, menganalisis pendapatan petani dari usahatani sayuran (kubis, wortel dan sawi) di kawasan agropolitan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dan menyusun rencana peningkatan sistem agropolitan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

II. METEDOLOGI

Lokasi penelitian dilaksanakan di kawasan agropolitan Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuisioner dan wawancara langsung dengan responden terkait yaitu petani, pelaku usaha (pedagang kios sayur, pedagang kios sarana produksi dan pedagang pengumpul sayuran), lembaga perbankan dan pemerintah daerah (pokja agropolitan dan institusi terkait). Untuk data sekunder tentang gambaran umum kawasan agropolitan diperoleh dari dinas/instansi terkait. 
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengaudit penerapan sistem agropolitan, dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan implementasi dari komponen masing-masing sistem agropolitan yaitu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan kelembagaan tani, sarana pertanian, pengolahan dan jasa penunjang, tehnologi agribisnis, lembaga permodalan agribisnis dan pasar hasil pertanian. Sistem agropolitan merupakan indikator di dalam menentukan keberhasilan agropolitan dengan mengacu kepada Master Plan Kawasan Agropolitan Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2009. Indikator sistem agropolitan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 1.
      Tabel 1.      Indikator Sistem Agropolitan di Kecamatan X Koto 

                          Kabupaten Tanah Datar
	No
	Variabel
	Indikator



	1.
	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Kelembagaan Tani


	· 85% petani memanfaatkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA). 

· 80% petani memanfaatkan kelembagaan tani sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA) dan menjadi inti plasma bagi petani di sekitar kawasan agropolitan.



	2.
	Tehnologi Agribisnis


	· 80% labor tehnologi agribisnis di kawasan agropolitan melakukan penelitian tentang bibit, pupuk dan obat-obatan.

· 75% petani menerapkan tehnologi ramah lingkungan (penerapan pupuk organik dan pestisida nabati)


	3.
	Sarana Pertanian, Pengolahan dan Jasa Penunjang


	· 85% petani di kawasan agropolitan menggunakan bibit unggul dan bermutu dalam usahataninya. 

· 90% harga sarana pertanian (bibit, pupuk, pestisida dan obat-obatan) dapat dijangkau oleh petani di kawasan agropolitan. 
· 60% hasil tani masyarakat di kawasan agropolitan sudah diolah terlebih dahulu sebelum dijual/di pasarkan dalam bentuk produk olahan

	4.
	Lembaga Permodalan Agribisnis
	· 70% petani memanfaatkan lembaga keuangan (perbankan/non perbankan) sebagai sumber permodalan agribisnis.
· 40% bantuan permodalan yang diberikan lembaga keuangan di kawasan agropolitan adalah pinjaman dengan bunga rendah.



	5.
	Pasar Hasil Pertanian
	· 50% petani memanfaatkan Sub Terminal Agribisnis (STA)  sebagai penampung dan pemasaran hasil komoditi pertanian di kawasan agropolitan.


        Sumber : BPSDM Pertanian RI 2003 (diolah)

Untuk menganalisis pendapatan petani dari usahatani sayuran (wortel, kubis dan sawi) di kawasan agropolitan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, dilakukan dengan perkiraan/analisa usahatani terhadap 3 (tiga) komoditi sayuran tersebut dengan komponen produksi, penerimaan, pendapatan dan R/C ratio. Hasil tujuan penelitian pertama dan kedua tersebut di atas digunakan untuk menyusun rencana peningkatan sistem agropolitan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Rencana peningkatan tersebut diharapkan nantinya akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan agropolitan di Kabupaten Tanah Datar yang didasarkan pada konsep teori dan pedoman operasional pengembangan kawasan agropolitan. 
III. KONSEP AGROPOLITAN
Friedman (1979) di dalam Korten dan Syahrir (1988) mengemukakan  pembangunan agropolitan sebagai sebuah pendekatan teritorial guna pemenuhan kebutuhan pokok, dimana pembangunan agropolitan tersebut membangun kekuatannya dari dalam, berdasarkan sumberdayanya sendiri, keterampilan sendiri, penemuan serta proses belajar sendiri. Unsur-unsur utama pendekatan agropolitan dalam 4 (empat) pokok yang meliputi persyaratan dasar bagi realisasinya, kerangka kerja teritorial, perluasan produksi dan peran negara. 
Stohr & Fraser Taylor (1981) di dalam Helmsing (2001) mengemukakan bahwa dalam pembangunan desa, penutupan wilayah secara selektif merupakan sebuah pendekatan di dalam membangun kekuatan masyarakat dari dalam dengan memanfaatkan semua potensi lokal yang ada. Pada dasarnya konsep ini sama dengan pendekatan agropolitan yang dikemukakan oleh Friedman  tentang pembangunan yang berasal dari dalam (endogenous) yang didasarkan kepada masyarakat lokal, sumberdaya        dan kapasitas lokal. 
Lebih lanjut Stohr (1981) di dalam Mercado (2002) mengemukakan bahwa konsep agropolitan merupakan sebuah pendekatan perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up). Ciri-ciri dari agropolitan adalah  skala geografis yang relatif kecil, tingginya tingkat kemandirian dalam membuat keputusan dan perencanaan, yang didasarkan kepada partisipasi dan kerjasama di tingkat lokal, aktifitas kegiatan pertanian dan non pertanian ditekankan pada industrialisasi desa dalam skala kecil, fungsi industri desa dan kota terlihat dari keterkaitan sumberdaya dan struktur ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya dan tehnologi lokal.

Galdeano (2004) mengemukakan bahwa model pembangunan agropolitan yang diaplikasikan pada negara-negara terkebelakang khususnya bagi pembangunan wilayah pedesaan merupakan sebuah promosi dari inisiatif lokal pembangunan yang berpusat dari dalam (endogenous). Inisiatif tersebut terlihat dari aktifitas lingkungan pedesaan yang beragam, perencanaan yang berasal dari bawah (bottom-up approach) dan kualifikasi sumberdaya manusia yang ada di tingkat lokal.
BPSDM Pertanian RI (2003) mengeluarkan pedoman operasional pengembangan kawasan agropolitan yang mencakup tujuan dan sasaran, prinsip pemberdayaan, fase dan tahapan pelaksanaan program, fasilitasi pembiayaan dan indikator keberhasilan. Dalam pedoman operasional disebutkan bahwa agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, menarik dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya (hinterland).

Sebuah kawasan agropolitan akan dapat berkembang dengan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Memiliki potensi sumberdaya lahan yang cukup luas dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar.

b. Memiliki kelembagaan dan prasarana/sarana agribisnis  yaitu pasar (pasar untuk hasil pertanian, pasar sarana pertanian, pasar lelang serta gudang tempat penyimpanan dan prosessing hasil pertanian sebelum dipasarkan), lembaga permodalan agribisnis (bank dan non-bank/LKM), Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (tempat percontohan agribisnis, sumber informasi, dan pusat pemberdayaan dan penyuluhan usaha agribisnis), memiliki kelembagaan petani (koperasi, asosiasi petani/gapoktan, kelompok tani, kelompok usaha) yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan pengembangan Agribisnis (SPPA) dan adanya percobaan/pengkajian teknologi agribisnis (termasuk inovasi tehnologi tepat guna untuk tehnologi pertanian dan produk olahannya).

c.    Memiliki sarana dan prasarana umum (jalan, irigasi, listrik, telpon).

d. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial (lembaga pendidikan, kesehatan, sarana peribadatan, rekreasi, hiburan, dan perpustakaan).

e. Menjamin kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Berhasilnya pembangunan agropolitan tidak terlepas dari keberhasilan mengimplementasikan masing-masing komponen sistem agropolitan yaitu BPP dan kelembagaan tani, tehnologi agribisnis, sarana pertanian, pengolahan dan jasa penunjang, permodalan agribisnis dan pasar hasil pertanian.  Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses pertumbuhan kawasan agropolitan, ternyata belum mampu membawa perubahan bagi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan agropolitan Kecamatan X Koto. Dalam studi ini penulis mencoba mengaudit penerapan sistem agropolitan serta menganalisis pendapatan petani dari usahatani sayuran (kubis, wortel dan sawi) di kawasan agropolitan Kecamatan X Koto kabupaten Tanah Datar. Hasil dari analisis tersebut nantinya akan disusun rencana peningkatan sistem agropolitan yang diharapkan akan bisa membawa percepatan bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Tanah Datar. Kerangka pemikiran penelitian dapat divisualisasikan dalam gambar 1.
IV. IMPLEMENTASI SISTEM AGROPOLITAN
Dari hasil penelitian, implementasi sistem agropolitan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab belum berjalannya agropolitan seperti yang diharapkan. Ke 5 (lima) sistem agropolitan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. BPP dan Kelembagaan Tani

Dari hasil penelitian, baru 65,76% BPP dimanfaatkan oleh petani sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA). Hal ini disebabkan karena petani di kawasan agropolitan tidak merasakan manfaat dengan adanya klinik tersebut dan tidak adanya kegiatan yang menarik yang bisa dijadikan sebagai percontohan (demplot) bagi petani yang pada akhirnya klinik tersebut tidak terlalu banyak berfungsi. Di samping itu petugas/penyuluh yang ada di BPP belum memiliki pengetahuan mendalam tentang agropolitan dan agribisnis karena minimnya pelatihan-pelatihan yang mereka terima tentang agropolitan tersebut. Implementasi BPP dan kelembagaan tani dapat dilihat pada tabel 2        di bawah ini.
Tabel 2. Implementasi BPP dan Kelembagaan Tani di Kawasan Agropolitan Kecamatan X Koto 

	No
	Indikator
	Implementasi 

(%)

	1.

2.


	85% petani memanfaatkan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) di kawasan agropolitan.
80% petani memanfaatkan kelembagaan tani sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA) dan menjadi inti plasma bagi petani di sekitar kawasan agropolitan. 
	65,76

67,12



       Sumber : Hasil Penelitian, 2007
Demikian juga halnya dengan kelembagaan tani yang ada di kawasan agropolitan adalah kelembagaan tani yang dinamis dan terbuka pada pada inovasi baru dan berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA). Dari hasil penelitian, 67,12% petani memanfaatkan kelembagaan tani sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis dan inti plasma bagi petani sekitar. Belum berkembangnya kelembagaan tani ini disebabkan karena rencana kerja yang disusun oleh kelompok belum terjadwal dengan baik, di samping kurang aktifnya petani mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelompok tani. Banyak kelompok tani yang “ghaib”, ada namanya tetapi tidak ada wujudnya. Hal ini disebabkan karena situasi perubahan zaman dengan tuntutan kebutuhan yang beranekaragam yang membuat anggota kelompok merasakan ada yang lebih penting daripada mengikuti kegiatan kelompok tersebut. 
2. Tehnologi Agribisnis

Dari hasil penelitian, 58,70% labor tehnologi agribisnis di kawasan agropolitan melaksanakan penelitian tentang tehnologi tepat guna sesuai kondisi kawasan agropolitan. Namun labor tehnologi tersebut (terdapat di Nagari Aie Angek dengan nama Institut Pertanian Organik) masih terbatas melakukan penelitian tentang pembuatan dan penerapan pemakaian pupuk organik. Di samping itu, petani belum sepenuhnya mau meninggalkan pestisida dan zat-zat kimia bagi tanaman sayuran yang mereka usahakan selama ini. Implementasi tehnologi agribisnis di kawasan agropolitan dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Implementasi Teknologi Agribisnis di Kawasan Agropolitan Kecamatan X Koto  

	No
	Indikator
	Implementasi

(%)

	1.

2.


	80% labor tehnologi agribisnis melakukan penelitian tentang bibit, pupuk, obat-obatan .

75% petani menerapkan tehnologi yang ramah lingkungan ( penerapan pupuk organik dan     pestisida nabati)
	58,70

53,80




       Sumber : Hasil Penelitian, 2007

Terkait dengan penerapan tehnologi yang ramah lingkungan, baru 53,80% petani di kawasan agropolitan menerapkan tehnologi yang ramah lingkungan seperti pemakaian pupuk organik dan pestisida nabati (pesnab). 35,86% responden petani masih tetap menggunakan pupuk kimia dan pestisida di dalam kegiatan usahataninya. Alasan mereka belum bisa sepenuhnya menerapkan pertanian organik ini adalah di samping bahan bakunya masih didatangkan dari luar daerah (Payakumbuh) serta proses pembuatannya yang membutuhkan waktu cukup lama. 
3. Sarana Pertanian, Pengolahan dan Jasa Penunjang

Dari hasil penelitian, 79,08% harga sarana pertanian terjangkau oleh petani di kawasan agropolitan. Masih mahalnya harga bibit, pupuk dan obat-obatan merupakan kendala yang dihadapi petani di dalam melaksanakan usahataninya. Implementasi sarana pertanian, pengolahan dan jasa penunjang di kawasan agropolitan Koto Baru Kecamatan X Koto dapat dilihat dalam tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Implementasi Sarana Pertanian di Kawasan Agropolitan Kecamatan X Koto.
	No
	Indikator


	Implementasi

(%)

	1.

2.

3.


	90% harga sarana pertanian dapat dijangkau oleh petani di kawasan agropolitan.

85% petani menggunakan bibit/benih yang unggul dan bermutu dalam usahataninya. 

60% hasil tani masyarakat di kawasan agropolitan sudah diolah terlebih dahulu sebelum dijual/di pasarkan dalam bentuk produk olahan.
	79,08

61,59

30,71




       Sumber : Hasil Penelitian, 2007

Untuk mendapatkan hasil sayuran yang berkualitas,  petani di kawasan agropolitan harus menerapkan pemakaian bibit unggul yang bermutu. Bibit/benih unggul adalah bibit/benih bermutu tinggi yang merupakan faktor penentu tinggi rendahnya produksi tanaman (Rahardi, 1993). Dari hasil penelitian,  61,59%  petani menerapkan pemakaian bibit sayuran yang unggul dan bermutu. Sebagian bibit sayuran ada yang mereka semai sendiri seperti sawi dan wortel dan sebagiannya lagi di beli di kios-kios sarana produksi terdekat dengan harga yang bervariasi. 
Di samping adanya lembaga penyedia sarana produksi, juga sangat diperlukan sebuah lembaga pengolahan hasil komoditi pertanian seperti industri pengolahan hasil pertanian. Dari hasil penelitian, 30,71% komoditi sayuran di kawasan agropolitan sudah diolah menjadi produk lain dan itupun masih berskala rumah tangga seperti kentang diolah menjadi pergedel, tapi itupun belum berkembang secara ekonomis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, kurangnya komoditi yang akan dikembangkan mendapat sentuhan tehnologi, tidak adanya bimbingan dari instansi terkait secara berkelanjutan serta tidak terjaminnya pemasaran setelah komoditi tersebut dipasarkan. 
4. Lembaga Permodalan Agribisnis

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 8,15% petani di kawasan agropolitan yang telah akses ke lembaga permodalan seperti BRI dan BPR yang ada di kawasan agropolitan. 83,69% dari petani responden mengatakan modal usaha yang mereka gunakan berasal dari modal sendiri. Alasan mereka untuk tidak pinjam ke bank yaitu karena prosedur yang sulit, tidak ada agunan sebagai jaminan dan suku bunga pinjaman yang masih terlalu tinggi. Implementasi lembaga permodalan agribisnis dapat dilihat dalam tabel 5.
Tabel 5. Implementasi Lembaga Permodalan Agribisnis di Kawasan Agropolitan Kecamatan X Koto

	No
	Indikator
	Implementasi

(%)

	1.

2.


	70% petani memanfaatkan lembaga keuangan (perbankan/non perbankan) sebagai sumber permodalan agribisnis.

40% bantuan permodalan yang diberikan lembaga permodalan kepada petani di kawasan agropolitan adalah pinjaman dengan bunga rendah. 
	8,15

4,34




       Sumber : Hasil Penelitian, 2007

Dari hasil penelitian, 4,34% responden mengatakan ini baru terwujud. Suku bunga pinjaman masih berkisar antara 15 s/d 20% per tahun. Suku bunga ini masih dirasakan terlalu tinggi bagi masyarakat khususnya petani yang notabenenya sangat membutuhkan bantuan permodalan untuk pengembangan usahataninya. Terkait dengan pinjaman dengan bunga rendah, pihak perbankan sendiri belum bisa sepenuhnya memberikan bantuan permodalan kepada petani dengan bunga yang rendah, tetapi disamakan dengan bunga pinjaman kredit lainnya. 
5. Pasar Hasil Pertanian

Dari hasil penelitian, 100% responden petani mengatakan bahwa Sub Terminal Agribisnis (STA) belum dimanfaatkan sebagai tempat penampungan dan pemasaran hasil komoditi pertanian masyarakat di kawasan agropolitan. Hal ini disebabkan karena sarana pendukung STA tersebut belum sepenuhnya dipersiapkan seperti gudang pendingin (cold storage), tempat pencucian, tempat bongkar muat, los pamer, tempat parkir, sortasi dan prosessing hasil pertanian sebelum di pasarkan.  Implementasi pasar hasil pertania di kawasan agropolitan Koto Baru dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6. Implementasi Pasar Hasil Pertanian di Kawasan Agropolitan Kecamatan X Koto.
	No
	Indikator
	Implementasi

(%)

	
	50% petani memanfaatkan Sub Terminal Agribisnis (STA)  sebagai sebagai penampung dan pemasaran hasil komoditi pertanian di kawasan agropolitan.


	-




                  Sumber : Hasil Penelitian, 2007
Untuk operasional STA, berbagai pihak telah mencoba menawarkan solusi siapa yang sebaiknya mengelola STA tersebut yaitu mulai dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) atau Perusahaan Daerah Tuah Sepakat (Perusda) Kabupaten Tanah Datar. Terlepas dari siapa yang nantinya akan mengelola STA ini haruslah mereka yang memiliki jiwa dagang, profesional dan tahu tentang seluk beluk produksi dan pemasaran. Tanpa ke 4 (empat) hal ini mustahil STA akan berkembang dengan baik.
Dari hasil analisa usahatani terhadap tiga jenis komoditi sayuran yang dominan diusahakan oleh petani di kawasan agropolitan Koto Baru Kecamatan X Koto diperoleh bahwa pendapatan yang diterima dari tanaman kubis sangat tipis apabila dibandingkan dengan tanaman wortel dan sawi yaitu sebesar Rp. 532.000,-/Ha/musim tanam, sementara untuk wortel dan sawi sebesar Rp. 21.670.000,- /Ha/musim tanam dan          Rp. 2.320.000,-/Ha/musim tanam. Rendahnya pendapatan yang diterima oleh petani dari kubis tersebut disebabkan karena harga jual kubis yang rendah, bahkan sampai mencapai angka Rp. 400,-/kg. Oleh karena itu, perlu peran pemerintah disini sebagai regulator di dalam menstabilkan harga sayuran tersebut. Dengan difungsikannya STA, diharapkan permasalahan yang menyangkut harga jual dan pemasaran hasil akan bisa diatasi secara bertahap.

V. PENINGKATAN SISTEM AGROPOLITAN

Berdasarkan hasil analisa kondisi sistem agropolitan di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, perlu disusun langkah-langkah ke depan berupa strategi peningkatan dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian di kawasan agropolitan Kecamatan X Koto Kabupaten            Tanah Datar. 
a. Peningkatan Implementasi BPP dan Kelembagaan Tani

1. Peningkatan Sosialisasi Tentang Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA).

· Lemahnya sosialisasi tentang agropolitan terutama tentang peran Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) bagi petani di kawasan agropolitan sangat penting sehingga setiap permasalahan kelembagaan tani dan pengembangan usahatani (seperti penyediaan sarana produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil) bisa dicarikan solusinya dengan baik. 
2. Pengadaan Sarana Pendukung Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA).

· Fasilitas yang ada sebagai pendukung kelancaran KKA di BPP belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu pentingnya dibenahi terlebih dahulu sarana prasarana pendukungnya seperti pengadaan mobiler (kursi, meja, lemari dan lain-lain).

3. Peningkatan Pelatihan Bagi Penyuluh Tentang Agropolitan           dan Agribisnis
· Perlu petugas/penyuluh dibekali lebih mendalam tentang konsep agropolitan dan agribisnis. Dengan adanya hal ini para penyuluh/petugas akan mampu mengemban tugasnya sebagai ujung tombak pembangunan agropolitan di lapangan berdasarkan pengetahuan yang telah didapatkan tersebut. 

4. Pelatihan Tentang Penguatan Kelembagaan Tani

· Pelaksanakan musyawarah kontaktani 1x setahun yang diadakan di BPP X Koto. Ketua-ketua kelompok tani diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut dan hasil yang diperoleh nantinya akan ditransfer kepada anggota kelompok sehingga anggota akan memahami bagaimana fungsi dan peran kelembagaan tani tersebut seharusnya. 
b. Peningkatan Implementasi Tehnologi Agribisnis

1. Peningkatan Pengkajian/Penelitian Tehnologi Tepat Guna Melalui Kerjasama Dengan Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi

· Perlunya penelitian tentang bibit unggul, obat-obatan dan alat mesin pertanian yang cocok dengan kondisi kawasan agropolitan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi seperti Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. 
        2.  Demplot Sayuran Organik (+ 0,25 Ha)

·    Kegiatan ini merupakan percontohan tehnologi yang ramah lingkungan seperti pengembangan sayuran dengan pertanian organik berupa percontohan (demplot) di masing-masing nagari di kawasan agropolitan.  

        3.  Sosialisasi Pertanian Yang Ramah Lingkungan Melalui Media Cetak  (brosur dan leflet).

· Melalui brosur dan leaflet ini nantinya diharapkan pengetahuan masyarakat tentang pertanian organik akan meningkat dan memahami dengan sepenuhnya dampak yang dihasilkan dengan penerpan pertanian organik tersebut. 
c. Peningkatan Implementasi Sarana Pertanian, Pengolahan                     dan Jasa Penunjang.
1. Pendirian Industri Pengolahan Wortel Di Kawasan Agropolitan 

· Banyaknya hasil komoditi sayuran yang tidak terjual dan terbuang percuma ketika harga rendah. Oleh karena itu, perlu sebuah konsep pengembangan produk sayuran yang mampu memberikan nilai tambah (value added) bagi petani di kawasan agropolitan. Pembangunan industri pengolahan hasil sayuran seperti jus wortel, dodol wortel atau keripik kentang bercita rasa tinggi harus segera dimulai oleh pemerintah daerah. Memang untuk membangun sebuah industri pengolahan membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun ini bisa dilakukan dengan sharing dana antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. 
2. Pendirian Pabrik Pupuk Organik Di Kawasan Agropolitan 

· Masih mahalnya harga pupuk kimia merupakan salah satu kendala di dalam pengembangan usahatani. Meskipun alternatif penerapan pupuk organik sudah dicoba, namun belum mencapai hasil yang diharapkan karena di samping bahan baku untuk membuat pupuk organik tersebut masih terbatas dan didatangkan dari luar kawasan agropolitan yaitu Payakumbuh, juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengolah pupuk organik tersebut. Idealnya untuk mengembangkan pertanian organik ini harus didukung dengan adanya pabrik pupuk organik minimal satu daerah (Kabupaten) satu pabrik pupuk organik. 
d. Peningkatan Implementasi Lembaga Permodalan Agribisnis

Strategi peningkatan impelementasi lembaga permodalan agribisnis yang dilakukan melalui bantuan permodalan dengan bunga rendah. Masyarakat di kawasan agropolitan sangat berharap dengan adanya pinjaman dengan bunga rendah dan tanpa agunan. Pemda melalui lembaga permodalan (perbankan) akan mengucurkan dana yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Datar. Pihak perbankan akan memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat dengan bunga       + 10%/tahun. Pemda bersama perbankan harus melakukan pengawasan dan pembinaan secara kontinu terhadap penyaluran dan pengembalian kredit ini nantinya. 
e. Peningkatan Impelementasi Pasar Hasil Pertanian

Strategi yang dilakukan sehubungan dengan peningkatan pasar hasil pertanian adalah melalui Pembentukan Badan Pengelola Sub Terminal Agribisnis (STA). Diharapkan pengelola Sub Terminal Agribisnis (STA) nantinya harus memiliki jaringan bisnis yang lebih luas ke luar daerah, profesional serta mengerti tentang seluk beluk produksi dan pemasaran. Banyak manfaat yang diberikan dengan berfungsinya STA tersebut diantaranya hasil pertanian masyarakat akan bisa ditampung seberapapun kecil dan banyaknya sehingga tidak ada komoditi yang terbuang dengan percuma. Di samping itu penerimaan daerah dari retribusi akan meningkat dengan telah dioperasionalkannya STA tersebut. 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Belum berjalannya agropolitan di Kabupaten Tanah Datar disebabkan karena implementasi masing-masing komponen sistem agropolitan belum sepenuhnya diterapkan, yaitu belum dimanfaatkannya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) oleh petani sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA), belum adanya penelitian tentang tehnologi tepat guna yang dilakukan oleh labor tehonologi agribisnis di kawasan agropolitan, petani di kawasan agropolitan belum mau menerapkan tehnologi yang ramah lingkungan (penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati), masih mahalnya harga sarana pertanian (seperti bibit, pupuk, pestisida dan obat-obatan) di kawasan agropolitan, masih banyak komoditi sayuran yang terbuang percuma ketika harga jatuh dan ini belum dimanfaatkan dalam bentuk produk olahan, masih mahalnya pupuk organik baik dari segi bahan baku yang diperoleh maupun proses pembuatannya, masyarakat di kawasan agropolitan belum mau minjam ke bank disebabkan karena bunga pinjaman masih tinggi, prosedur sulit dan tidak ada agunan, serta belum dimanfaatkannya Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai penampung dan pemasaran hasil komoditi sayuran petani di kawasan agropolitan. 

Saran yang direkomendasikan adalah pemerintah harus meningkatkan sosialisasi secara intensif tentang peran BPP sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) bagi masyarakat khususnya petani dan melakukan penguatan kelembagaan tani di kawasan agropolitan, petani harus mulai merubah cara bertaninya dari tradisional ke bertani yang lebih modern melalui bimbingan dan pelatihan yang diberikan oleh penyuluh atau instansi terkait, dalam hal pengkajian/penelitian tehnologi tepat guna di kawasan agropolitan, perlunya pemerintah daerah melibatkan lembaga penelitian/perguruan tinggi seperti Universitas Andalas Padang sehingga tehnologi yang dihasilkan nantinya adalah tehnologi yang mampu memberikan peningkatan terhadap produksi pertanian dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan, lembaga perbankan harus dilibatkan secara aktif di dalam setiap kegiatan agropolitan. Dimana selama ini tidak pernah secara kontinu dilibatkan sehingga tidak tahu dimana harus berperan. Pemda dan perbankan bersama-sama harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyaluran dan pengembalian kredit oleh masyarakat serta pemerintah daerah harus merancang sebuah sistem pemasaran yang bisa menguntungkan pedagang dan petani di kawasan agropolitan. Apakah itu melalui Sub Terminal Agribisnis atau lembaga pemasaran lainnya sehingga tidak stabilnya harga yang selama ini permasalahan bagi petani bisa diatasi dan petani tidak dipermainkan lagi oleh tengkulak/pedagang di pasar ketika akan memasarkan komoditi pertaniannya. 
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